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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti

menyimpulkan, bahwa:

1. Hakim dalam menangani kasus pernikahan wanita muallaf yang
menggunakan wali muhakkam, melakukan proses pertimbangan,
konstruksi hukum, dan pembangunan argumentasi yang komprehensif.
Pertama, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan
menganalisis latar belakang kasus, termasuk status wanita muallaf dan
ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat. Fakta hukum seperti
dokumen pernikahan, bukti status agama, dan pernyataan saksi menjadi
landasan awal dalam memahami konteks kasus. Hakim juga
mengintegrasikan ketentuan syariat Islam dan hukum positif, seperti
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, untuk
memastikan keputusan yang sah dan adil.

2. Hakim menggunakan metode penalaran, penemuan, dan penafsiran
hukum yang sistematis dalam mengkonstruksi hukum. Hakim
mengidentifikasi kekosongan norma dalam hukum positif terkait wali
muhakkam dan menggunakan metode seperti analogi, istinbath hukum,
dan prinsip maslahat untuk menyesuaikan ketentuan hukum Islam
dengan konteks kasus. Prinsip magashid syariah menjadi panduan utama
untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan kemaslahatan
bagi wanita muallaf.

3. Hakim membangun argumentasi yang kokoh dengan mendasarkan pada
dua pilar utama: dasar syar’i dan dasar hukum nasional. Dari perspektif
syar’i, hakim merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama yang
menegaskan pentingnya kehadiran wali sebagai rukun pernikahan. Dalam
konteks hukum nasional, hakim merujuk pada Pasal 14 dan pasal 23

KHI dan Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan kewenangan
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kepada pengadilan agama untuk menunjuk wali hakim.

4. Hakim melalui penetapannya yang menyatakan sah pernikahan wanita
muallaf menggunakan wali muhakkam menunjukkan bahwa
hakim/pengadilan agama telah melindungi agama, keturunan serta masa
depan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita muallaf
dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim dalam hal ini telah

menjaga kehidupan.

5.2 Rekomendasi

Bahwa untuk mengatasi persoalan adanya pernikahan wanita muallaf yang
menggunakan wali muhakkam, disebabkan sulit bagi wali hakim melaksanakan
tugasnya sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan ini, maka studi ini
merekomendasikan agar pihak-pihak terkait sebelum melaksanakan pernikahan
atau ijab kabul, terlebih dahulu mengajukan perkara permohonan penetapan wali
nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama lah yang menunujuk wali nikah
bagi wanita muallaf dimaksud melalui penetapan. Hal ini dapat digiyaskan atau

dipersamakan halnya dengan permohonan penetapan wali adhal.

5.3 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam tataran
teoretis maupun praktis. Keputusan ini membawa dampak dalam memastikan
harmoni antara syariat Islam dan hukum positif di Indonesia, serta memiliki
implikasi yang luas dalam aspek hukum, sosial dan kelembagaan.

1. Implikasi Hukum

Keputusan hakim yang menetapkan sahnya pernikahan wanita muallaf
dengan wali muhakkam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang
terlibat. Hakim menyatakan bahwa pernikahan wanita muallaf yang menggunakan
wali muhakkam adalah sah, dengan tujuan memelihara dan melindungi agama,
serta memberikan perlindungan terhadap anak dan masa depannya. Hal ini
menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan modern

tanpa mengabaikan esensi syariat.
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Dengan penalaran berdasarkan magashid syariah, hakim mampu mengisi
kekosongan norma hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan
nasional. Penafsiran hukum yang relevan dengan konteks modern memberikan
legitimasi pada keputusan yang diambil, sekaligus menciptakan preseden hukum
yang dapat digunakan dalam kasus serupa di masa depan. Hasil ini juga
memperkuat otoritas pengadilan agama sebagai institusi yang bertanggung jawab
dalam memastikan sahnya pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan hukum
nasional.

2. Implikasi Sosial

Keputusan ini memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi
wanita muallaf yang berada dalam situasi rentan di daerah dengan mayoritas non-
Muslim. Dengan adanya kepastian hukum tentang penggunaan wali muhakkam,
hak-hak wanita muallaf dalam pernikahan dapat dilindungi secara adil. Keputusan
ini juga memberikan pesan penting kepada masyarakat bahwa hukum Islam dapat
diimplementasikan secara relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan. Dalam tataran masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan
pemahaman tentang pentingnya wali yang sah dalam hukum Islam. Hal ini
berpotensi mengurangi stigma atau ketidakpahaman terkait peran wali muhakkam,
sehingga masyarakat lebih menerima keputusan pengadilan yang memberikan
solusi bagi pernikahan wanita muallaf.

3. Implikasi Kelembagaan

Penelitian ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas
kelembagaan, seperti pengadilan agama, Kementerian Agama dan Kantor Urusan
Agama (KUA), dalam menangani kasus yang melibatkan wali muhakkam.
Implikasi praktisnya adalah pentingnya menyediakan pelatihan bagi hakim,
penghulu, dan petugas KUA untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang
magashid syariah, metode penemuan hukum, dan penafsiran hukum yang relevan
dengan kondisi modern. Pengadilan agama juga perlu mengembangkan pedoman
yang lebih terperinci terkait prosedur permohonan isbat nikah yang salah satu
pihak pemohonnya adalah muallaf , sehingga prosesnya dapat berjalan lebih

transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Selain itu, KUA dan lembaga terkait



155

perlu meningkatkan layanan konsultasi hukum bagi wanita muallaf, termasuk
menyediakan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil

jika wali nasab tidak dapat memenuhi syarat.
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